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Peraturan Wali Kota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan 
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 
  
ABSTRAK: • Dalam rangka pelaksanaan salah satu misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam 

mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang didukung dengan 
pelaksanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum agar tercipta perumahan 
yang sehat, aman, serasi, teratur, merata, dan berkelanjutan, perlu 
memberikan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. 
Untuk melaksanakan pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas 
rumah tidak layak huni perlu menyusun pedoman pemberian bantuan 
stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Peraturan Wali Kota 
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan 
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sudah tidak sesuai dengan 
kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu 
diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan 
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. 

• Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 1 
Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 
23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 
No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020. 

• 1.Ketentuan Umum; 2.Bentuk BSPKRTLH; 3. Kegiatan BSPKRTLH; 4.Penerima 
BSPKRTLH; 5.Penyiapan Penerima BSPKRTLH; 6.Penetapan BSPKRTLH; 
7.Pelaksana BSPKRTLH; 8.Penyaluran dan Pemanfaatan BSPKRTLH; 
9.Pertanggungjawaban Pelaksanaan BSPKRTLH; 10.Pembinaan; 
11.Pemantauan dan Evaluasi; 12.Pembiayaan; 13.Ketentuan Penutup. 

CATATAN: • Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024. 
• Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

• 13 hlm. 

 


